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ABSTRAK 

 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian 

Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 adalah peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah transportasi selama 

pandemi Covid-19. Perum Damri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

transportasi menjadi tanggung jawab besar baginya untuk menerapkan kebijakan 

tersebut. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan pengendalian 

transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh 

Perum Damri di Kota Pontianak, apakah kendala dalam penerapan kebijakan ini, 

dan bagaimana upaya dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap 

penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan 

penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu sebuah 

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam arti nyata dan 

menelaah bagaimana kerja hukum dalam kehidupan masyarakat. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pimpinan Perum Damri, 

pegawai lapangan, supir, penumpang dan Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Pontianak. Teknik pengumpulan data selain melakukan wawancara dilakukan 

juga observasi atau pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian. Dan sumber 

data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan atau studi dokumentasi 

dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang kemudian 

hasil dari pengumpulan data tersebut dianalisa secara kualitatif yang bersifat 

deskriptif. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai 

berikut bahwa kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan 

penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh Perum Damri di Kota Pontianak, 

dimana penerapannya telah dilakukan dengan baik dan disesuaikan dengan 

ketentuan yang ada agar penumpang merasa aman dan nyaman menggunakan 

transportasi bus selama pandemi Covid-19. Dan dalam penerapan kebijakan ini 

ditemukan kendala dalam penerapannya yaitu masih kurang atau rendahnya 

kesadaran dari penumpang seperti penumpang tidak menerapkan jaga jarak fisik 

dan tidak memakai masker, serta masih adanya ketidakpatuhan dari petugas 

Damri sendiri sebagai pelaksana kebijakan ini. Terkait upaya yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam 

rangka pencegahan penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pengawasan 

dalam setiap kegiatan keberangkatan bus. Setiap bus akan berangkat selalu ada 

tim atau petugas dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang melakukan 

pengawasan di terminal bus seperti petugas melakukan pengecekan dokumen 

syarat perjalanan penumpang. Untuk sanksi dari Dinas Perhubungan apabila 

adanya pelanggar dari kebijakan ini hanya diberi sanksi berupa teguran. 
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ABSTRACT 

Minister of Transportation Regulation No. PM 41 of 2020 Amendments to 

the Regulation of the Minister of Transportation No. PM 18 of 2020 concerning 

Transportation Control in the Context of Preventing the Spread of Covid-19 is a 

regulation issued by the government to deal with transportation problems during 

the Covid-19 pandemic. Perum Damri is a company engaged in the transportation 

sector, so it is a big responsibility for him to implement this policy. The problem 

in this study is whether the transportation control policy in the context of 

preventing the spread of Covid-19 has been implemented by Perum Damri in 

Pontianak City, what are the obstacles in implementing this policy, and what are 

the efforts of the Pontianak City Transportation Service towards the 

implementation of transportation control policies in the context of preventing the 

spread of Covid -19 at Perum Damri Pontianak City. 

This type of research is a sociological juridical research, which is a legal 

research method that functions to see in a real sense and examine how the law 

works in people's lives. Sources of data in this study are primary and secondary 

data sources. Primary data sources were obtained by conducting interviews with 

Perum Damri leaders, field employees, drivers, passengers and the Head of the 

Pontianak City Transportation Service. Data collection techniques in addition to 

conducting interviews, observations were also made or direct observations of the 

research location. And secondary data sources, namely by conducting library 

research or documentation studies by reviewing and studying library materials, 

then the results of the data collection are analyzed qualitatively with a descriptive 

character. 

Based on the results of the research and discussion, the following results 

are obtained that the transportation control policy in the context of preventing the 

spread of Covid-19 has been implemented by Perum Damri in Pontianak City, 

where the implementation has been carried out properly and adapted to existing 

provisions so that passengers feel safe and comfortable using bus transportation. 

during the Covid-19 pandemic. And in the implementation of this policy, 

obstacles were found in its implementation, namely the lack or low awareness of 

passengers such as passengers not implementing physical distancing and not 

wearing masks, as well as non-compliance from Damri officers themselves as 

implementers of this policy. Regarding the efforts made by the Department of 

Transportation in implementing transportation control policies in the context of 

preventing the spread of Covid-19, it is to carry out supervision in every bus 

departure activity. Every bus that will depart there is always a team or officer 

from the Pontianak City Transportation Service who carries out supervision at the 

bus terminal such as officers checking documents for passenger travel 

requirements. For sanctions from the Department of Transportation, if there are 

violators of this policy, they will only be given a sanction in the form of a 

warning. 
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